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I. UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, kawasan
Bintan yang meliputi sebagian dari wilayah Kabupaten Bintan serta
seluruh Kawasan Industri Galang Batang, serta seluruh Kawasan Industri
Maritim, dan Pulau Lobam serta sebagian dari wilayah Kota Tanjung
Pinang yang meliputi Kawasan Industri Senggarang dan Kawasan Industri
Dompak Darat ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Bintan.

Pelaksanaan pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Bintan belum sepenuhnya maksimal dibandingkan
dengan potensi dan minat investasi dari luar negeri dan dalam negeri yang
cukup tinggi. Hal ini disebabkan karena belum diaturnya dengan jelas
organisasi dan tata kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan. Untuk itu perlu diatur ketentuan
mengenai susunan organisasi dan tata kerja Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan yang
ditetapkan dengan Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas

dan Pelabuhan Bebas Bintan setelah mendapat persetujuan tertulis dari

www.peraturan.go.id



